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A. Latar Belakang 
 
       Allah Subhanahu Wa Ta’Ala (selanjutnya disingkat SWT) menciptakan manusia dengan 
sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Dimana Allah menciptakan laki-laki sebagai 
sosok yang kuat untuk membuat wanita merasa tentram berada disisinya. Kemudian Allah 
menakdirkan mereka untuk hidup berpasang-pasangan dengan mengikatkan mereka oleh 
tali perkawinan, atas dasar kasih sayang dan cinta Perkawinan merupakan suatu 
perserikatan atau perkumpulan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah 
oleh peraturan perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina 
kehidupan keluarga yang kekal dan abadi. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang 
menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) adalah sah apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Di dalam hukum Islam, 
suatu pernikahan sudah bisa dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-
syarat sah nikah. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, berbeda halnya 
dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana apabila dua orang warga negara 
Indonesia yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti hukum perkawinan yang 
berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan 
peraturan tambahan berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi mereka yang beragama 
Islam1. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat 
atau mitssaqan  ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 
ibadah. 
       Selain itu Pasal 2 (2) Undang-Undang Perkawinan, juga mensyarat sahnya perkawinan  
juga harus dicatatkan, hal ini berakibat di Indonesia  kini dikenal adanya pernikahan sirri 
 
1 Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan Perdata, Jilid 1, (Jakarta: Penerbit 
Rizkita, 2009).  
atau nikah dibawah tangan. Menurut Syari’ah ada dua pengertian nikah sirri,2 pertama; 
pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) 
dikarenakan pihak wali perempuan yang tidak setuju atau karena menganggap sah 
pernikahan tanpa wali atau hanya memuaskan hawa nafsu tanpa mengindahkan lagi 
ketentuan-ketentuan syariat. Kedua, pernikahan yang sah secara agama namun tidak 
dicatatkan dalam lembaga pencatatan sipil Negara. Sedangkan di dalam KHI dijelaskan 
“agar terjamin ketertibannya perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus 
dicatatkan”. Selain itu di KHI Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa “Perkawinan hanya dapat 
dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”. Bagi pernikahan 
yang belum dicatatkan dapat dilakukan itsbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama. 
       Hal ini karena perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan 
rumah tangga akibat tidak memiliki akta nikah, secara yuridis suami atau istri serta anak 
yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan 
rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh Negara sebagai anak diluar 
kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri 
dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan 
tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama. 
       Fenomena kawin siri di kalangan masyarakat saat ini semakin marak terjadi, yang menarik 
adalah fenomena ini tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat dengan strata sosial rendah 
yaitu mereka yang tidak mampu membayar biaya administrasi pendaftaran surat kawin di 
Kantor Urusan Agama (KUA), namun merambah marak di kalangan masyarakat strata 
menengah ke atas dan yang berpendidikan tinggi. Antara lain karena perselingkuhan, 
keinginan instan hidup kaya dengan cara mengawini laki-laki mapan yang sudah beristri3. 
 
KHI Pasal 7 ayat (2)  telah memberikan perlindungan hukum bagi perkawinan yang tidak 
dicatatkan, walau hanya  terbatas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) KHI:  
1.    Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian 
2. Hilangnya Akta Nikah 
 
                  2 Wahyuni Retnowulandari, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Cetakan Pertama. 
(Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013). 
 
              3 http://www.arsip.badilag.net/data/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak%20L 
uar%20Kawin.pdf 
 
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat sah perkawinan 
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan 
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974. 
  
Dengan demikian dengan isbath nikah  pasangan suami istri yang telah menikah secara 
sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan 
yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, 
sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. 
 
B.    Permasalahan 
 
1. Apakah putusan Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs dan Nomor 01/Pdt.P/2011.PA.Bgl  
sudah sesuai dengan ketentuan tentang itsbat nikah? 
2. Apa akibat hukum dari ditolaknya Itsbat terhadap anak yang dilahirkan dalam 
perkawinan siri? 
 
C.   Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian diatas, dibawah ini dikemukakan tujuan penelitian adalah 
menggambarkan: 
1. Kesesuaian tentang ketentuan Itsbat Nikah yang berlaku di Indonesia dengan putusan 
      Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs dan Nomor 01/Pdt.P/2011.PA.Bgl 
2. Akibat hukum yang muncul dari ditolaknya permohonan Itsbat Nikah terhadap anak  
yang dilahirkan dalam perkawinan siri. 
 
D. Metode Penelitian 
Penelitian ini  merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji studi dokumen, yakni 
menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, 
keputusanpengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana4.  Sedangkan 
Sifat Penelitiannya adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, 
keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar 
 
4 https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah 
dapat membantu didalam memperkuat teori-teori.5  Sehingga  penelitian ini berusaha untuk 
menggambarkan tentang lembaga  itsbat nikah untuk mengesahkan anak hasil pernikahan 
sirri.    Berdasarkan jenis dan bentuknya,  data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 
data skunder  yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku Hukum Perkawinan 
dan Keluarga Islam, hasil penelitian berwujud laporan, dan seterusnya.6   Oleh karenanya  
sumber data dalam penelitian ini  digunakan tiga bahan hukum, yaitu bahan ;                                  
1.  Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari: 
a. Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 
b. Kompilasi Hukum Islam ( inpres no 1 tahun 1991) 
     2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, 
terdiri dari Buku Hukum Perkawinan dan Buku Hukum Keluarga Islam 
     3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan  
bahan hukum sekunder yaitu berupa informasi dari internet maupun Al qur’an.                    
Studi kepustakaan  tersebut dilakukan di beberapa tempat, seperti perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Trisakti, perpustakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, maupun 
mengakses data melalui internet. 
      Sedangkan untuk Analisis Data digunakan analisis kualitatif. yang dilakukan dengan 
jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 
dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 
penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 
lain.7 Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam, yang 
mencatumkan  adanya lembaga isbath nikah. Pengambilan kesimpulannya  dilakukan 
dengan menggunakan logika deduktif yaitu  cara berpikir dimana dari pernyataan yang 
bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara pola 
berpikir yang dinamakan silogismus8. 
 
E. Pembahasan  dan Analisis 
      Di Indonesia Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 
 
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penenlitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2014), h.252 
6 Ibid., h. 12. 
7 https://bersukacitalah.wordpress.com/tag/tahap-tahap-analisis-kualitatif/ 
8 https://hasanaguero.wordpress.com/2012/05/14/berpikir-induktif-dan-deduktif/ 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa9. Adapun asas-asas yang tercantum dalam 
undang-undang ini adalah sebagai berikut: 
1.   Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 
2. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan  
kepercayaannya itu. 
3.    Asas Monogami. Asas ini ada kekecualian, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, 
karena hukum dan agama mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari 
seorang, serta harus memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan telah diputuskan oleh 
pengadilan. 
     4.   Calon suami isteri harus masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan. 
     5.   Undang-undang ini mempersukar terjadinya perceraian 
     6.   Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang. 
Di dalam hukum Islam, suatu pernikahan sudah bisa dianggap sah apabila telah memenuhi 
rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah tanpa ada keharusan mencatatkannya di Negara 
sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Berbeda halnya dengan hukum yang 
berlaku di Indonesia, di mana apabila dua orang 
warga negara Indonesia yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan tambahan berupa Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) bagi mereka yang beragama Islam. 
Perkawinan memiliki unsur atau konsepsinya tersendiri, yaitu: 
1. Perkawinan supaya menjadi sah harus diakui sah oleh undang-undang 
2. Perkawinan tidak memperhatikan aspek biologis 
3. Azas monogami dalam perkawinan artinya bahwa pada satu waktu yang bersamaan, pada 
saat seseorang terikat dalam suatu perkawinan, maka pada asasnya seorang pria hanya dapat 
mempunyai seorang wanita sebagai isterinya, sedangkan seorang wanita hanya dapat 
mempunyai seorang pria sebagai suaminya10. 
Untuk melakukan perkawinan, harus dipenuhi dua macam syarat yaitu: 
 1. Syarat Materiil, yaitu syarat yang mengenai pribadi calon suami isteri yang akan  
melangsungkan perkawinan Syarat materiil dibagi menjadi dua macam yaitu: 
 
9 Pasal 1 UU no 1/1974 
10 Wahyono Darmabrata, Op.Cit., h.55-58 
a.  Syarat materiil yang bersifat umum atau syarat absolute suatu perkawinan. Syarat ini   
merupakan syarat yang berlaku untuk semua perkawinan, jika syarat tersebut tidak 
terpenuhi maka orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dilangsungkannya 
b. Syarat materiil yang bersifat khusus atau syarat relatif suatu perkawinan. Syarat ini  
merupakan syarat yang hanya berlaku bagi perkawinan-perkawinan tertentu dan tidak 
terpenuhinya syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan khusus. 
2. Syarat Formil Perkawinan adalah syarat-syarat yang mengenai atau berkaitan dengan 
formalitas-formalitas yang mendahului serta menyertai pelangsungan perkawinan11. 
 
Selain itu  menurut  UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan “Tiap-tiap 
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan”. Sehingga perkawinan hanya 
sah bila sudah dicatatatkan. Oleh karenanya fenomena nikah yang hanya sesuai dan sah 
menurut hukum Islam namun tidak dicatatkan di KUA yang sering disebut dengan kawin 
siri, hukumnya tetap sah menurut agama, namun perkawinan tersebut tidak memiliki 
kekuatan hukum di hadapan Negara. Artinya segala hak yang timbul yang dilindungi oleh 
undang-undang tidak diberikan seperti pengakuan oleh hukum atas istri dan  anak-anak yang 
dilahirkan sehingga pemerintah tidak dapat melindungi hak-hak  istri maupun anak tersebut 
seperti memberikan akta kelahiran12. Oleh karenannya  fungsi pencatatan perkawinan 
bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan 
suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan 
kesucian ikatan perkawinan yang kuat (mitsaqan galidzon) perkawinan, dan lebih khusus 
lagi bagi perempuan  dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Karena sebagaimana 
penjelasan  diatas  karena tidak ada pengakuan  Negara atas perkawinan siri maka  anak 
yang dilahirkan dalam perkawinan sirri adalah merupakan Anak Luar Kawin,  karena 
berdasarkan Pasal 42 UUPerkawinan  menyebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak 
yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, dan bagi anak Luar kawin  
menurut Pasal 43 ayat (1) UUP menyebutkan“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”Ini juga 
dikuatkan dengan ketentuan KHI mengenai waris yaitu Pasal 186 yang berbunyi ”Anak 
yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya 
 




dan keluarga dari pihak ibunya.” berarti anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah 
biologisnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak 
memiliki pertalian darah dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya.Tetapi 
fenomena di masyarakat ada banyak orang yang berusaha untuk  merubah agar hak atas 
anak dan Istri dari perkawinan siri dapat memperoleh hak yang sama selayaknya 
perkawinan sah. Untuk itu dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan isbath nikah, 
sebagaimana  contoh  kasus yang diterjadi pada  Machica Mochtar yang kawin siri dengan 
Moerdiono  putusan Nomor 46/Pdt.P/2008/P; serta dan kasus putusan Nomor 
01/Pdt.P/2011.PA.Bgl. Namun  ternyata permohonan itsbat mereka  ditolak, dan berikut 
diskripsi analisisnya : 
 
1.  Analisis Kesesuaian tentang ketentuan Itsbat Nikah yang berlaku di Indonesia 
dengan putusan Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs  
Sebagaimana  kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah  kasus artis dangdut 
Machica Mochtar yang memperjuangkan  hak status anaknya hasil perkawinan sirinya 
dengan Moerdiono  dengan melakukan  itsbat nikah  namun  gagal  karena Putusan 
Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs ini permohonan itsbat nikah tersebut ditolak, dengan 
alasan bahwa Moerdiono pada saat melangsungkan perkawinan sirrinya dengan 
Machica Mochtar masih terikat dengan tali perkawinan dengan perempuan lain, 
sedangkan di Indonesia menganut prinsip monogami yang dijelaskan dalam Pasal 3 
ayat (1) Undang-Undang Perkawinan  yang mejelaskan bahwa “pada azasnya dalam 
suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita 
hanya boleh mempunyai seorang suami”.  Serta perkawinan  Machica dan Moerdiono 
menurut pengadilan  juga  tidak memenuhi Pasal 3 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974, 
dimana perkawinan siri tersebut, tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam 
Pasal 4 UUP yaitu 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib 
mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya serta 2) 
Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya member izin kepada suami yang 
akan beristeri lebih dari seorang apabila: 
a.  Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri 
b.  Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 
c.  Isteri tidak dapat melahirkan keturunan 
 
 Selain itu perkawinan  Machicha  dan Moerdiono tidak  seijin  dari istri  pertamanya  
yang berarti  Pasal 5 (1) UUP pun tidak terpenuhi. Karena untuk mendapat ijin 
menikahi perempuan lebih dari satu ke Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat 
berikut: 
a.  Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri 
b.  Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup 
ister-isteri dan anak-anak mereka. 
c.  Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-
anak mereka.  Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini tidak 
diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/ isteri-isterinya tidak mungkin dimintai 
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada 
kabar dari isterinya selama kurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab 
lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. 
Dalam kasus  ditolaknya permohonan itsbat nikah  Machicha oleh Pengadilan Agama 
sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, karena rukun dan 
syarat sah perkawinan yang   diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan, yaitu 
“Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, 
kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-
Undang ini” tidak dijalankan maka perkawinan tersebut tidak dapat diajukan itsbat 
nikahnya.    Hal ini  sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi 
Hukum Islam yaitu “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian 
b. Hilangnya Akta Nikah 
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat sah perkawinan 
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 
perkawinan menurut Undang-Undang   Nomor 1 Tahun 1974.   Sehingga  bila dilihat 
dari isi pasal ini, penolakan itsbat karena perkawinan Machica dan Moerdiono  
memiliki banyak  halangan perkawinan dan tidak memenuhi syarat sahnya 
perkawinan yang bertentangan dengan Pasal 7 poin c dan e) . 
 
     Analisis Kesesuaian tentang ketentuan Itsbat Nikah yang berlaku di Indonesia   
dengan putusan Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl 
Sama halnya dengan kasus yang terjadi pada Machica Mochtar dan Moerdiono, dalam Putusan 
Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl ini, pasangan Suami dan Isteri juga mengajukan permohonan 
Itsbat Nikah dalam upaya untuk megesahkan pernikahan sirrinya dan mereka juga mengajukan 
permohonan agar anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut mejadi anak sah dari 
perkawinan Suami dan Isteri. Dalam hal ini ada beberapa rukun dan syarat nikah yang tidak 
dijalankan, yaitu  
a. pada perkawinan ini yang menjadi wali nikah sang Isteri tidak beragama Islam, 
sedangkan  dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 menyatakan bahwa ”untuk 
melaksanakan perkawinan harus ada: 
1).  Calon Suami; 
2).  Calon Isteri; 
3).  Wali Nikah; 
4).  Dua orang saksi dan; 
5).  Ijab dan Kabul.” 
 Serta untuk menjadi wali nikahpun harus memenuhi syarat-syarat, 
yaitu: 
1). Islam 
2). Sudah baligh 




7). Sedang tidak melakukan ihram 
 
                Dalam pernikahan sirri yang dilakukan oleh Suami dan Isteri dalam kasus ini   yang 
menjadi wali nikah adalah saudara dari pihak Isteri yang bukan beragama Islam, 
Sehingga itsbat nikah tidak dapat dilakukan. Karena dalam kasus ini Suami 
melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa 
“Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, 
kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-
Undang Perkawinan berlangsung Suami masih terikat dalam tali perkawinan lain.  
Alasan Putusan  yang kurang lebih  sama  dengan kasus Machicha  Mochtar. Namun 
dalam kasus ini ditambah dengan perkawinan mereka tidak sah menurut  Agama 
karena  tidak dilakukan dengan wali yang sah. Sehingga  Itsbat ditolak karena tidak 





           2.  Analisi Akibat Hukum Dari Ditolaknya Itsbat Nikah Terhadap Status Anak 
Yang Dilahirkan 
Baik Putusan Nomor 46/PDT.P/2008/PA.TGRS  maupun putusan Nomor 
01/Pdt.P/2011/PA.Bgl yang  ditolak permohonan itsbatnya berakibat perkawinan 
merekadianggap tidak pernah ada  dan  status anak yang dilahirkan didalamnya yang 
merupakan anak luar kawin, yang  artinya anak tersebut hanya memiliki hubungan 
keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi “Anak yang dilahirkan 
diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 
ibunya”, maka mereka tidak memperoleh hak-hak materil dan moril yang 
semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak 
pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling 
mewarisi ketika terjadi kematian.   Namun  ada perbedaan sedikit dengan ditolaknya 
permohonan Itsbat nikah oleh Pengadilan Agama nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl, 
permohonan Suami dan Isteri mengenai asal-usul anak yang dilahirkan dalam 
perkawinan siri mereka dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bangli. Hakim 
memutuskan bahwa status anak dari Suami dan Isteri tersebut berhak untuk 
dinasabkan kepada orang tuanya, dengan alasan karena pernikahan antara Suami dan 
Isteri merupakan pernikahan fasid atau pernikahan yang dilangsungkan dengan  
cacat syarat sahnya.  Hal ini sebenarnya janggal karena itsbatnya ditolak. Karena 
sebagaimana yang terdapat pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang 
menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Anak zina atau anak luar 
nikah asalnya dinasabkan kepada ibunya sebagaimana anak mula’anah dinasabkan 
kepada ibunya. Sebab keduanya sama-sama terputus nasabnya dari sisi bapakullah 
menyatakan tentang anak zina dalamhadis Rasulullah dari Abdullah bin Amr bin 
Ash, beliau mengatakan“Rasulullah memberi keputusan bahwa anak dari hasil 
hubungan dengan budak yang tidak dia mkiliki, atau hasil zina dengan wanita 
merdeka tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya dan tidak mewarisinya (HR. 
Ahmad, Abu Daud, dihasankan Al-Albani sertaSyuaib Al-Arnauth).  Sehingga dapat 
dinalisis bahwa putusan ini tidak sesuai dengan ketentuan KHI bahkan hadis Rasul.  
Namun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai anak luar kawin 
secara jelas. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur bahwa ketentuan 
mengenai anak luar kawin akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah 
(PP). Namun demikian, PP yang dikeluarkan pemerintah sebagai tindak lanjut dari 
Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga tidak mendefinisikan dan 
mengatur lebih rinci tentang anak luar kawin. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 66 
Undang-Undang Perkawinan kedudukan anak luar kawin masih mengacu kembali 
kepada hukum yang lama yaitu KUHPerdata13. 
 
Bila berdasarkan KUH perdata untuk menyelamatkan  dari akibat yang kurang baik 
bagi anak  tersebut,  bapak atau ayah biologisnya dapat  mengawini ibu biologisnya 
atau kedua orang tua biologisnya ini kawin. Oleh karena itu pengesahan  anak  luar 
kawin dikatakan juga sebagai upaya hukum untuk memberikan suatu kedudukan 
anak sah melalui perkawinan yang dilakukan oleh keduaorang tua biologisnya.  
Status anak luar kawin ini  dalam sistem Hukum Perdata Barat, system Hukum Adat, 
dan system Hukum Islam termasuk dalam sejumlah ketentuan hukum positif seperti 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dipandang kurang memberikan perlindungan 
hukum terhadap anak di luar nikah sebagai anak yang lahir dari hubungan yang tidak 
diikat dengan perkawinan yang sah. 14Hal ini  tidak jarang berakibat banyak anak  
yang menjadi korban pembuangan anak, penelantaran anak dan bahkan menjadiakan 
anak luar kawin tersebut  secara psikis maupun social sangat  menderita serta 
dirugikan. Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 4 sudah sangat 
jelas ditegaskan tentang hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. 
 
 
                13 M Akil Mochtar, Loc.Cit. 
 
                14 https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/06/17/kedudukan-hukum-anakluar- 
kawin/ 
 
 F.   Penutup 
1.  Dari diskripsi penelitian diatas  dapat disimpulkan Perkawinan  siri merupakan 
fenomena yang marak  yang sudah cukup lama di Indonesia akibat  adanya ketentuan  
Pasal 2  UUP dimana selain perkawinn  adalah sah karena  sesuai  ketentuan agama  
juga harus di catatkan.  Karena tanpa dicatatkan berkibat  tidak sahnya perkawinan,  
KHI memberikan jalan keluar  adanya lembaga Itsbath nikah dalam Pasal 7 KHI. 
Namun karena KHI itu terbatas banyak juga kasus yang ditolak pengajuan itsbatnya. 
Sebagaimana  2 contoh kasus dalam  penelitian ini yaitu Kasus yang sudah lama 
mengemuka yaitu  perkawinan  siri Machica Mochtar – Moerdiono dan kasus serupa 
lainnya,  istbat nikahnya ditolak  oleh Pengadilan karena  ada penghalang dari 
pernikahan  mereka, dan syarat perkawinan yang tidak  di penuhi tidak sesuai Pasal 7 
point c dan e KHI.  Karena  kedua kasus tersebut perkawinan sirinya karena poligami 
dan tidak memenuhi syarat poligami Pasal 3 (2) , Pasal 4 dan Pasal 5 UUP.  Bahkan 
kasus selain Machicha  diketahui wali nikahnya tidak muslim. 
 
2.  Dengan ditolaknya permohonan itsbat tersebut berakibat  perkawinan  tidak sah  
sehingga status anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri merupakan anak luar kawin, 
karena anak tersebut lahir bukan didalam perkawinan yang sah.  Karena dalam Pasal 
42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan 
bahwa sahnya seorang anak timbul akibat perkawinan yang sah antara kedua orang 
tuanya. Jadianak yang dilahirkan dalam perkawinan siri pada kasus putusan No. 
46/PDT.P/2008/ PA.tgrs dan putusan No. 01/PDT.P/2011/PA.BGL merupakan anak 
luar kawin, karena dilahirkan bukan dari perkawinan yang sah, Namun pada putusan 
No. 01/PDT.P/2011/PA.BGL dengan ditolaknya permohonan Itsbat nikah yang 
diajukan oleh Suami dan Isteri, majelis hakim Pengadilan Agama Bangli mengabulkan 
permohonan tentang penetapan asal-usul anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri 
mereka. Pengadilan Agama Bangli menjatuhkan nasab anak tersebut kepada Suami dan 
Isteri dengan alasan karena Suami dan Isteri tersebut sudah hidup selayaknyapasangan 
suami istri.  Jadi putusan ini agak ganjil  dan tidak sesuai deketentuan hukum yang ada 
namun lebih menjamin perlindungan bagi anak. 
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